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KATA PENGANTAR

Perubahan konstitusi, bisa terjadi melaloiekanisme formal maupun
informal. Salah satu mekanisme informal, melalui putusan lembaga peradilan.
Salah satu perubahan itu dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui proses pengujian
undangundang terhadap Undargndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Konsekuensinya, setiap putusan MK telah mencerminkan perubahan
terhadap konstitusi itu sendiri. Meskipun secara teks UUD 1945 tidak mengalami
perubahan namun substansinya telah berubah.Dengan demikian, putusan MK
tidak bisa dianggap remeh. Setiap ps&n yang dibacakan Mahkamah Konstitusi
memiliki konsekuensi besar, dimana pengaturan apapun dibawahnya mesti
mendasarkan pada putusan dimaksud. Putusan MK pada akhirnya, menjadi
landasan konstitusional pengaturan baik dalam undandang maupun peraturan
turunannya. Mengingat dampak yang luar biasa dari putusan Mahkamah
Konstitusi, maka penting untuk mencermati proses dan hasil dari kerja MK
dimaksud. Sebagai penafsir konstitusi, MK diharapkan mampu memberikan
panduan dalam menjalankan kehidupan bernegayang terus mengalami
perkembangan secara cepat. Melalui peran ini, MK akan menjadi motor perubahan
konstitusi yang hidup, tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman
dan kebutuhan masyarakatnya.

Atas dasar itulah, maka Konstitusi dan Demokrasi (KODiiatif
membuat kajian terhadap putusgputusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini, KODE
Inisiatif menghadirkan seri Sumber Daya Alam khususnya terkait Kehutanan,
Pertambangan dan Perkebunan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan
panduan bagi pemangku kepiéngan untuk melihat perkembangan pemaknaan
konstitusionalitas dalam pengaturan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan,
sebagaimana putusan MK itu sendiri. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran umum tentang kinerja MK dalam memuts suisu
sumber daya alam, serta kepatuhan pihak terkait dalam menjalankan putusan

Mahkamah Konstitusi.Seri sumber daya alam ini, merupakan hasil kajian yang



dilakukan selama enam bulan terakhir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Isu KehutanaPertambangan dan Perkebunan sejak tahun 2003 hingga
2016. Kajian ini terbagi dalam 3 seri yakni Pertama berupa kajian kuantitatif
terhadap Putusan MK, Seri Kedua berupa kajian terhadap pertimbangan hukum
mahkamah, dan Seri Ketiga berupa kajian terhadgmtuhan terhadap putusan
putusan Mahkamah.

Dengan telah selesainya kajian ini, Kami mengucapkan terimakasih atas
dukungan dan apresiasi yang besar kepada The Asia Foundation sehingga
terselesaikannya kajian ini. Melalui program SETAPAK 2, kajian inaiditkn
didukung sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, besar
harapan Kami bahwa hasil kajian ini tidak semata berhenti sebagai sumbangan
terhadap ilmu pengetahuan, namun menjadi panduan bagi semua untuk
meningkatkan kualitas dan kepdtan terhadap konstitusi dan konstitusionalitas
kebijakan kedepannya. Akhir kata semoga buku ini memberikan kemanfaatan bagi
penyelengara negara dalam mengambil kebijakan serta memberikan kemanfaatan

bagi publik secara luas.

Veri Junaidi
Ketua KoDe Inisitit
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LATAR BELAKANG

UndangUndang Dasar Negara Repidb Indonesia Tahun 1945
merupakarhukum dasar yang digunakan dalam pengelolaan Sumber Daya
Alam untuk memberikan kesejahteraan rakydsal 33 aya(3) Undang
Undang Dasar Negara Republ i k Buimdones:
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untigebesabesar kemakmuran rakyat.

Meskipun konstitusi sudah secara tegas mengatiritu, namun dalam
keseharian seringkalimemunculkan persoalan tersendiri. Isu terkait
pengelolaansumber daya alam menjadi isu yang banyak disoroti. Tidak
hanya karena bergesekan langsung antara kepentingan pemerintah dan

masyarakat, namynga terkait dengan sektor ekonomi.

Gesekan kepentingan itu yang kemudian merembet pada persoalan
lainnya, khususnya terkait pengaturan soal sumber daya alabijakan
tentang sumber daya alamuncul baik dalam tataran regulasi maupun
aplikasi di lapanga Tataran regulasi, gesekan kepentingan itu terlihat dari
proses pengujian undagdang terhadap Undatiéndang Dasar. Para
pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, mengajukan
permohonan pengujian undaongdang kepada Mahkamah Konstitusi.
Konteks pengaturan sodehutanan, Pertambangaperkebunansudah22
kali diuji di MahkamahKonstitusi Terhadap istsu tersebut telah berulang

kali masyarakat menyatakan kerugiannya.

Perbedaan dalam memahami pengaturan tentang sumber daya alam ini
tentu perl dicarikan jalan konstitusionalnya. Agar setiap orang tidak
menafsir sesuai dengan keinginannya masiaging, MaihkamalKonstitusi

satusatunya lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan tafsir
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konstitusional at as p e onsteudiana mi ydng a r a

akan memberikan kesamaan cara pandang terhadap sebuah aturan hukum.

Melalui tafsir konstitusional ini, sesungguhnya telah terjadi perubahan
terhadap pengaturan sumber daya alam. Perubahan aturan ini tidak sekedar
pengaturannya dalam undangundang namun juga pemaknaan
konstitusionalnya. Sebab putusaiahkamah Konstitusi ini merupakan
bagian dari perubahan konstitusi melalui penafsiran konstitusionalitas
undangundang. Dengan demikian, telah terjadi perubahan terhadap
pengaturan undangndang maupun pemaknaan konstitusi terkait pengaturan

sumber daya alam.

Meskipun revisi terhadap undangdang tidak dilakukan DPR ataupun

amandemen konstitusi oleh MPR, putuséahkamahKonstitusiini berlaku

dan mengikat bagi semua pihak. Dampaknya, kebijakan apapun terkait
dengan sumber daya alam harus mengacu pada putusan ini. Bahkan, aturan
lama dalam undangndang, peraturan pemerintah, peraturasrata dan
peraturan lainnya mestinyaenyesud&an dengan putusamMahkamah
Konstitusiyang berlakuPertanyaannya, sejauh manakah pengaturan tentang
sumber daya alam khususnya pengaturan tentang Kehutanan, Pertambangan
dan Perkebunan telah mengalami perubdieadasarkan Putusadhahkamah

Konstitus?

Berdasarkan hal itu, penting untuk memetakan perubpbarbahan
pengaturan sumbetaya alam berdasarkan putuddahkamahKonstitusi
Perubahan itu menyangkut pengaturan dalam undadgng terkait
Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan. Atau bahkabalpanuterkait
pemaknaan terhadap pagalsal konstitusi yang menjadi dasar pengujian di
Mahkamah KonstitusiMenjawab pertanyaan di atas, digunakan pendekatan
analisa kuantitatikualitatif. Data putusarMahkamahKonstitusi tentang
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Kehutanan, Pertambangadan Perkebunan sejak 2003 hingga 2016
dikelompokkan dan dianalisa. fBsan yang dianalisa sejumlah gdtusan

yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu sepemntior putusan,
waktu pengajuan, waktu putusan, objek pengujian, legal standing, putusan,
hakim yang memutus serta batu uji yang digunakan. Setelah dilakukan
pengelompokan, dianalisa secara kualitatif berdasarkan kategegori
untuk melihat kecenderungan dalam penanganargupen UU terkait

sumber daya alam dMahkamah Konstitusi.



PROFILE PERKARAPENGUJIAN

1. Putusan -Putusan tentang Kehutanan, Pertambangan

dan Perkebunan

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Untdiaigng
mengenai Sumber Daya Alam yangenjadi objek penelitian ini
melingkupi 3 isuutamayakni Kehutanan(UU Kehutanan, UU tentang
Pengesahan Perppu Perubahan UU Kehutanan, dan UU Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan/PPM¢ytambangarfUU Mineral
dan Batubardinerbg, danPerkebunaifUU PerkebunanBerdasarkan
ketiga isu ini, terdapat UUPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)yang memiliki keterkaitan dalam ketiga isu.iKesemua
undangundang tersebutelah diputus dalam 2ZPutusan. Artinya,
prosentase putusan terkait sumber daya dknkhusu ketiga isuni
sebesar 2,36 dari seluruh putusaMahkamahKonstitusi selama 13
tahun (861 putusan pengujian undamglang).

Tabel 1 Putusan MK mengenai Pengujian UndangJndang berkaitan dengan
Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan.

Bidang No No. Perkara UU yang diuji
19/2004 Perppu Perubahan UU
1 3/PUUI1/2005
Kehutanan
2 13/PUUIII/2005 41/1999 Kehutanan
3 21/PUUIII/2005 41/1999 Kehutanan
4 72/PUUVIII/2010 41/1999 Kehutanan
5 34/PUUIX/2011 41/1999 Kehutanan
Kehutanan
6 35/PUUX/2012 41/1999Kehutanan
7 45/PUUIX/2011 41/1999 Kehutanan
19/2004 Perppu Perubahan UU
8 54/PUUVIII/2010
Kehutanan
19/2004 Perppu Perubahan UU
9 70/PUUXIN2014
Kehutanan




Bidang No No. Perkara UU yang diuji
10 98/PUUXIINI/2015 41/1999 Kehutanan
41/1999 Kehutanan
11 95/PUUXII/2014
18/2013PPPH
12 121/PUUVII/2009 4/2009 Minerba
13 25/PUUVIII/2010 4/2009 Minerba
14 30/PUUVIII/2010 4/2009 Minerba
15 32/PUUVIII/2010 4/2009 Minerba
Minerba
16 113/PUUX/2012 4/2009 Minerba
17 10/PUUXII/2014 4/2009 Minerba
18 108/PUUXII/2014 4/2009 Minerba
19 81/PUUXIIN/2015 4/2009 Minerba
20 55/PUUVIII/2010 18/2004 Perkebunan
Perkebunan
21 122/PUUXIII/2015 39/2014 Perkebunan
PPLH 22 18/PUUXII2014 32/2009 PPLH

Dari 22 perkara pengujian undangdang di bidang sumber daya
alam dapat dipetakan bahwa undamglang yang paling banyak diuji
adalah undangndang di bidang ehutananyaitu sebanyak 11 perkara
yang meliputi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 19
Tahun 2004 tentang Pengesahan Perppu Perubahan UU Kehutanan, dan
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (PPPH). Setelah itu pdaaguundangundang di
bidangPertambangan Minerba sebanyak 8 perkara mengenai UU No.

4 Tahun 2009 tentang Peertambangan Mineral dan Batubara. Lalu UU
Perkebunan sebanyak dua perkara yaitu UU No. 18 Tahun 2004 dan
penggantinya UU No. 39 Tahun 2014 tentangk@®unan, serta
sebanyak 1 perkara terkaipengujian UU Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



Diagram 1 Jumlah Pengujian UU Mengenai Sumber Daya Alam

2. Amar Putusan terhadap

Pengujian Undang -Undang SDA

Adapun trendputusanperkara pengujian undafumpdang mengenai

Sumber Daya Alam tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Amar Putusan terhadapPengujian Undang-Undang SDA

No Undang- Ketetapan Mengabulkan il Tidak dapat Sl
Undang Seluruhnya | Sebagian diterima
1 Kehutanardan
PPPH 1 1 3 4 2 11
2 Minerba 1 1 2 1
Perkebunan 1 1
4 PPLH 1
Grand Total 2 4 5 7 4 22




Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 9 perkara pengujian undang
undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik dikabulkan
seluruhnya (4 perkara) maupun dikabulkan sebagian (5 perkara).
Sedangkan permohonan pengujian undamgang yang ditolak (7)
perkara tidak dapat diterima (4 perkara). Selain itu terdapat 2 perkara
yang ditarik kembali oleh pemohonnya sehingga Mahkamah Konstitusi

mengeluarkan putusannya berupa penetapan.

3. Legal Standing dan Kepentingan Pemohon

Menurut Pasal 51UndangUndang Mahkamah Konstitusiada 5
subjek yang memiliki kedudukan hukumedal standing dalam
mengajukan permohonan pengujian undandang di Mahkamah
Konstitusi. Kelima subjek itu adalah perseorangan WNI, badan hukum
privat, badan hukum publik, lembaga negdeen kesatuan masyarakat
hukum adat.

Legal Standing adalah satu konsep yang digunakan untuk
menentukan apakah pemohon terkedampak dengan cukup sehingga
satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Persyaratan legal
standing telah memenuhi syarat jjgamohon mempunyai kepentingan
nyata dan secara hukum dilindurigdalam hukum acara Mahkamah
Konstitusi pemohon harus menerangkan setiddigknya pertama
menerangkan hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh Undang
Undang yang diujikeduadimana kengian tersebut bersifat spesfik dan

aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar,

! Maruarar Siahaartlukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi, Revisi
(Jakarta: Sekretariat Jendeddn Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006) him. 94.

7



yang kedua hal tersebut memiliki hubungan sebab akiaka dari

itu, konsekuensi atas adanya kerugian yang bersifat spesifik dan atau
potensial érsebut memunculkan adanya dua kepentingan pemohon
yakni Langsung (Spesifik) dan Tidak Langsung (Potensial).

Pemohon dalam pengujian suatu undandang tidak dibatasi
jumlah dan latabelakang profesi sepanjang dapat dibuktikan bahwa
pemohon mengalami kerugian konstitusional, maka dia dapat memiliki
legal standingsebagai pemohon. Pemohon dalam pengujian urdang
undang mengenai sumber daya alam berasal dari berbagai latarbelakang

sebaganana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Pemohon dan Kepentingan Hukum dalam Pengajuan Pengujian

) Nomor Jumlah Legal Identitas .
Bidang No uu ) Kepentingan
Putusan Pemohon Standing Pemohon
PT. Intana
98/PUU 1 Badan Timber &
1 Kehutanan 1 . . Langsung
X11/2015 Hukum Privat | Trading Coy
Ltd
Yayasan
Wahana
Lingkungan Tidak
1 6 Badan .
Hidup Langsung
Hukum .
K ) Indonesia
Privat,
E (WALHI)
1 2 Kesatuan —
H Aliansi
95/PUU Masyarakat
U 2 PPPH 10 Masyarakat .
X11/2014 Hukum Tidak
T adat
Adat, Langsung
A nusantara
12
N (AMAN)
Perorangan .
A Konsorsium
WNI )
N Pembaharuan Tidak
Agraria Langsung
(KPA)

2 Ajie RamdanProblematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstilusnal
Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014 him 744
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) Nomor Jumlah Legal Identitas )
Bidang No uu . Kepentingan
Putusan Pemohon Standing Pemohon
Perkumpulan
Pemantau Tidak
Sawit (Sawit Langsung
Watch)
Indonesia
. Tidak
Corruption
Langsung
Watch (ICW)
Yayasan Tidak
Silvagma Langsun
Kehutanan Y gstng
2 kesatuan
Masyarakat Langsung
Hukum Adat
2 Perorangan
Langsung
WNI
Asosiasi
Pemerintah
70/PUU 1 Badan Kabupaten Tidak
3 Kehutanan 1 )
XI/2014 Hukum Privat Seluruh Langsung
Indonesia
(APKASI)
Aliansi
1 1 Badan
Masyarakat .
Hukum Tidak
) adat
Privat Langsung
35/PUU nusantara
4 Kehutanan 3 1 2 Kesatuan
X/2012 (AMAN)
Masyarakat
2 kesatuan
Hukum
Masyarakat Langsung
Adat
Hukum Adat
34/PUU 1 Perorangan| 1 Perorangan
5 Kehutanan 1 Langsung
IX/2011 WNI WNI
Bupati
1 1 Lembaga
Kabupaten Langsung
45/PUU Negara
6 Kehutanan 6 Kapuas
1X/2011 15
5 Perorangan
Perorangan Langsung
WNI
54/PUU 1 Perorangan| 1 Perorangan tidak
7 Kehutanan 1
VI11/2010 WNI WNI dicantumkan
72/PUU 1 Lembaga Bupati
8 Kehutanan 1 Langsung
VIIl/2010 Negara Kabupaten




Bidang

No

Nomor

Putusan

uu

Jumlah

Pemohon

Legal
Standing

Identitas

Pemohon

Kepentingan

Penajam

Paser Utara

13/PUU
111/2005

Kehutanan

1 Badan

Hukum Privat

Dewan
Pimpinan
Pusat
Persatuan
Pengusaha
Pelayaran
Rakyat (DPP
PELRA)

Lanngsung

10

3/PUU-
111/2005

Kehutanan

94

1C

1 11 Badan
Hukum
Privat
183

Perorangan
WNI

Indonesia
Center for
Enviromental
Law (ICEL)

Tidak

Langsung

Perkumpulan
Pmebaharuan
Hukum
berbasis
Masyarakat
dan Ekologis
(HuMa)

Tidak
Langsung

Lembaga
Advokasi
Satwa

(LASA)

Tidak

Langsung

Wahana
Lingkungan
Hidup
Indonesia
(WALHI)

Tidak

Langsung

Aliansi
Masyarakat
adat
nusantara
(AMAN)

Tidak
Langsung

Lembaga
Studi
Advokasi dan
Hak Asasi

Tidak

Langsung




Bidang

No

Nomor

Putusan

uu

Jumlah

Pemohon

Legal
Standing

Identitas

Pemohon

Kepentingan

Manusia
(ELSAM)

Konsorsium
Nasional
untuk
Pelestarian
Hutandan
Alam
Indonesia
(Konphalindo
)

Tidak

Langsung

Perkumpulan

Telapak

Tidak
Langsung

Yayasan
Rapid
Agrarian
Conflict
Apprisial
Institute
(RACA
Institute)

Tidak
Langsung

Yayasan
Lembaga
Bantuan
Hukum
Indonesia
(YLBHI)

Tidak

Langsung

Perkumpulan
Evergreen

Indonesia

Tidak

Langsung

83
Perorangan
WNI

Langsung

11

21/PUU
111/2005

Kehutanan

1 Badan

Hukum Privat

1 Badan
Hukum Privat
berbentuk PT

Langsung

12

81/PUU
XI11/2015

Minerba

1 Perorangan
WNI

1 Perorangan
WNI

Tidak
Langsung

11




Bidang

No

Nomor

Putusan

uu

Jumlah

Pemohon

Legal
Standing

Identitas

Pemohon

Kepentingan

> m xum 2

13

10/PUU
X11/2014

Minerba

9 Badan H

ukum Privat

Asosiasi
Pengusaha

Mineral
Indonesia

(Apemindo)

Langsung

8 Badan
Hukum
berbentuk PT

Langsung

14

108/PUU
XI1l/2014

Minerba

1 Badan
Hukum Privat

PT. Pukuafu
Indah

tidak

dicantumkan

15

113/PUU
X/2012

Minerba

1 Perorangan
WNI

1 Perorangan
WNI

Langsung

16

32/PUU
VI11/2010

Minerba

21

Wahana
Lingkungan
Hidup
Indonesia
(WALHI)

Tidak
Langsung

1 5 Badan
Hukum

Perhimpunan
Bantuan
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
Indonesia
(PBHI)

Tidak
Langsung

Privat
116
Perorangan

WNI

Yayasan
Konsorsium
Pembaharuan
Agraria

(KPA)

Tidak

Langsung

Koalisi untuk
Keadilan
Perikanan
(KIARA)

Tidak
Langsung

Solidaritas
Perempuan
(SP)

Tidak

Langsung

16
Perorangan
WNI

Langsung

12



. Nomor Jumlah Legal Identitas .
Bidang No uu . Kepentingan
Putusan Pemohon Standing Pemohon
30/PUU . 4 Perorangan| 4 Perorangan
17 Minerba 4 Langsung
V11112010 WNI WNI
25/PUU . 2 Perorangan| 2 Perorangan
18 Minerba 2 Langsung
V11112010 WNI WNI
1 28 Badan 28 Badan
Hukum Hukum Privat Langsung
121/PUU . .
19 Minerba 33 Privat, berbentuk PT
VI1I/2009
15 5 Perorangan
Langsung
Perorangan WNI
122/PUU 3 Perorangan| 3 Perorangan
20 Perkebunan 3 Langsung
PERKE X111/2015 WNI WNI
BUNAN 55/PUU 4 Perorangan| 4 Perorangan
21 Perkebunan 4 Langsung
VI11/2010 WNI WNI
18/PUU 1 Perorangan| 1 Perorangan
PPLH 22 PPLH 1 Langsung
XI11/2014 WNI WNI
173
) Langsung, 25
65 Badan Hukum Privat, 129 )
Tidak
Grand Perorangan, 2 Lembaga
200 Langsung,
Total Negara, 4 Kesatuan )
dan 2 tidak
Masyarakat Hukum Adat .
Dicantumka
n

Data di atas telah menunjukk&walifikasi pemohon yang

sering mengajukarpengujian Undangndang mengenai Sumber

Daya Alam beserta kepentinggm@/kerugian konstitusionalnya.

Berdasarkan data di atampat ditarik kesimpulan dari 22erkara

yang diputus terdapa200 Pemohon yang mengajukan pengujian

UndangUndang mengenai

Sumbebaya Alam inj

dengan

kualifikasi sebanyak 6Badan Hukum Privat32%), 129Perorangan

Warga Negara Indonesie®c®), 2 Lembaga Negaral®%), dan

sebanyak 4 Kesatuan Masyarakat Hukum Ad#6)( Ringkasan

13



berapa banyak pemohon yang mengajukan pengujianangnd

Undang mengenai Sumber Daya Alam, dapat ditiiegramberikut

Lembaga Kesatuan
Masy Adat
2%

Badan
Hukum
Privat
32%

Diagram 2 Peta Pemohon dalam Perkara Pengujian SDA

Adapun mengenai kerugian yang dirasakan para pemohon
apakah secara langsung ataukah tidak langsung, daekda data
tersebut sebanyak 143mohon merasa dirugikan secara langsung
(86%), lalu sebanyak 2pemohon dirugikan secara tidak langsung
atau berpotensi dirugikan (43, serta yang terakhir terdapat 2
pemohon tidak mncantumkan kerugian yang dialaminya%)
dikarenakan 2 perkara tersebut ditarik kembali oleh para pemohon
yang mengakibatkan putusan mahkamah berupa Ketetapan.
Ringkasan kerugian pemohon dapat dilihat dalam diaghagram

dibawahini
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Tidak
Tidak Langsung

Dicantum / 13%

an
1%

Diagram 3 Kepentingan Pemohon dalam Pengujian UU SDA

Jika melihat pada peta pemohon dalam pengujian Unrdang
Undang terkait sumber daya algderdapat 65 badan hukum privat
terkualifikasi sebagai pemohon, adapun dari 65 badan hukum privat
tersebut terdiri dari beberapa unsur sepkelompok masyarakat
sipil/Non Government Organization (NGO), lalu terdapat pula badan
hukum privat berupa perusahan yang bergerak dibidang sumber daya
alam khususnya dibidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
serta ada pula badan hukum privat yamgrupa asosiasi
perkumpulan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat komposisi
pengujian undangndang terkait sumber daya alam dilihat dari unsur
pemohon badan hukum privat serta amar putysag dikeluarkan
oleh MahkamaliKonstitusi, dapat dilihat padaliel berikut:

15



Tabel 4 Badan Hukum Privat Sebagai Pemohon dan Amar Putusannya

Amar
Pemohon Badan Hukum Privat
Putusan
No Nomor Putusan _ _
Asosiasi Asosiasi
NGO | Perusahaan )
Pengusaha | Pemerintah
1 98/PUUXIII /2015 1 Menolak
2 10/PUUXII /2014 8 1 Menolak
3 | 95/PUUXII2014 5 Mengabulkan
Sebagian
4 | 70/PUUXII /2014 1 Tidak Dapat
Diterima
5 108/PUUXII /2014 1 Ketetapan
6 | 35/PUUX/2012 1 Mengabulkan
Sebagian
7 | 32/PULVIII /2010 5 Mengabulkan
Sebagian
8 121/PUUVII /2009 28 Menolak
9 | 13/PUUIII/2005 1 Tidak Dapat
Diterima
10 3/PUUII /2005 11 Menolak
11 21/PUUIII /2005 1 Menolak
Grand Total 23 39 2 1

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari 65 badan
hukum privat yang mengajukan permohoanan pengujian undang
undang terkait sumber daya alam, yang paling banyak mengajukan
permohonan pengujian adalah badan hukum privat berbentuk
perusahaan sebany&0% atau 39 badan hukum privat perusahaan

disusul badan hukum privat berbentuk NGO sebanyak 23. Namun

16



jika melihat efektifitas permohonan pengujian yang dilakukan oleh
badan hukum privat terlihat bahwa badan hukum privat berbentuk
NGO lebih efektif dan komerhensif dalam melakukan pengujian
undangundang terkait sumber daya alam, hal tersebut terlihat dari 11
putusan yang diajukan oleh badarkimn privat sebagai pemohon
terdapat 3 putusan yang amarnya dikabulkan oleh Mahkamah
Konstitusi yang ketigaéiganya diajukan oleh badan hukum privat
berbentuk NGO.

17



TEMUAN DAN ANALISIS

1. Isudalam Pengujian Undang -Undang mengenai Sumber

Daya Alam

Isu pengujian dalam perkara pengujian undandang bergantung
pada kepentingan para pemohon. Terkait pengujian unazchang
mengenai SDA juga demikian, bergantung pada kepentingan
pemohonnya berdasarkan peta di atas. Adapun isu pengujian dan pasal

pengujan mengenai sumber daya alam adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Undangi Undang Mengenai SDA yang di Uji beserta Isu

Isu Pengujian Undang- [y Jumiah
No. Pasal Yang diuj undang Putusan Perkara
1 Kehutanan 11
a. kawasarhutan,
pengukuhan Pasal 12, Pasal 15 ayq
kawasan hutan | (1), pasal 50 ayat (3),| 41/1000 | MonoApulkan
dan larangan Pasal 81 Sebagian
dalam kawasan
hutan
b. Penguasaan Pasal 4 ayat (2) huruf Mengabulkan
Hutan oleh (b) 99T sepagian
negara
c. hutan negara
serta penguasaal pasall ayat(6), Pasak
Hutan oleh ayat(3), Pasab ayat
negara, hutan (1), ayat @), ayat (3) @), | 41/1999 MengabL.JIkan
adat serta Pasal67 ayat(1), ayat Sebagian
masyarakat (2) ayat 8)
hukum adat yang
bersangkutan
d. izin usaha
pemanfaatan Pasab0 ayat (2) 41/1999 Menolak
kawasan, izin
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No.

Isu Pengujian

Pasal Yang diuji

Undang-
undang

Amar

Putusan

Jumlah
Perkara

usaha
pemanfaatan jase
lingkungan, izin
usaha
pemanfaatan
hasil hutan kayu
dan bukan kayu,

pemungutan hasi

surat keterangan
hasil hutan yang
tidak sama
dengan keadaan
fisik, sertaalat
alat berat untuk
mengangkut

penjelasafPasab0 ayat

(3) huruf h, j,dan Pasal
78 (15) serta
penjelasannya

41/1999

Tidak Dapat
Diterima

Pengertian
Kawasan Hutan

Pasal 1 ayat (3)

19/2004

Mengabulkan
Seluruhnya

pelaksanaan
pemanfaatan
hutan dan
penggunaan
kawasan hutan
dan tatacara
hutan dan
penyusunan
rencana
pengelolaan
hutan

Pasal38ayat (3), Pasal
50 ayat(3)

19/2004

Menolak

Penguasaan
Hutan oleh
negara dan
wewenang

pemerintah

PasaW ayat(2) hurufa,
b, c

19/2004

Tidak Dapat

diterima

Tidak

Tidak dicantumkan

19/2004

Ketetapan
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No.

Isu Pengujian

Pasal Yang diuji

Undang-
undang

Amar

Putusan

Jumlah
Perkara

dicantumkan

perizinan dan
perjanjian pada

kawasan hutan

Konsideran UU, Pasal
83A, Pasal 83B

19/2004

Menolak

hasil hutan dari

hasil kejahatan

Pasal 78 ayat (15)

19/2004

Menolak

Minerba

tidak
dicantumkan

169 huruf (b), 170

4/2009

Ketetapan

mentetapkan
Wilayah
Pertambangan
Rakyat (WPR),
serta Wilayah
1zin Usaha
Pertambangan
(WIUP)

22 huruf f, 52 (1)

4/2009

Mengabulkan
Seluruhnya

mentetapkan
Wilayah
Pertambangan
Rakyat (WPR),
Wilayah Izin
Usaha
Pertambangan
(WIUP), serta
IUP dan kontrak
karya

22 huruf a,c, f, 38 huruf

a, 51, 52 (1), 55 (1), 58

(1), 60, 61 (1), 75 (4),
dan 172

4/2009

Mengabulkan
Sebagian

Penetapan
wilayah
pertambangan,

dan penyelesaiar

hak atas tanah

6 (1) huruf e, 9 (2)10
huruf b, 136 (2), 162

4/2009

Mengabulkan

Sebagian

Permohonan
kontrak karya

dan perjanjian

Pasal 172

4/2009

Menolak
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No.

Isu Pengujian

Pasal Yang diuji

Undang-
undang

Amar

Putusan

Jumlah
Perkara

karya
pertambangan

batubara

Kewajiban
pemegang IUP
dan IUPK

Pasal 102, dan Pasal 1(

4/2009

Menolak

Pelaksana usaha|
jasa
pertambangan,
larangan bagi
IUP dan IUPK

127 (2), 126 (1,2) 127

4/2009

Menolak

IUP yang
diberikan oleh
Bupati/Walikota,
ancaman pidana
bagi yang
melakukan usahg
tanpa IUP, IPR
dan IUPK, dan
sanksi pidana

tambahan

37, 158, 163 (1),(2), 164

4/2009

Tidak Dapat

Diterima

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

perusakan hutan,
penunjukan
kawasan hutan,
larangan dan
sanksi atas hal

tersebut

Pasal 1 angka Basalb
ayat(1) huruf d,Pasal
11ayat(4), Pasall2
hurufa, b, c,d, e, f, h, I
m, Pasall6,Pasall7
ayat(1), ayat(2), Pasal
19 huruf a, bPasal6,
Pasal6 ayat(2), ayat
(3), ayat(4), Pasab2
ayat(1), Pasal82 ayat
(1) ayat(2), PasaiB3
ayat(1) ayat(2) ayat(3),
Pasal84 ayat(1) ayat

18/2013

Mengabulkan

Sebagian
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Isu Pengujian Undang- Amar Jumlah
No. P EmE) SN undang Putusan Perkara
(2) ayat(3), PasaB7
ayat (1)huruf bdan c,
PasaBB7 ayat(2) huruf b
dan c,PasaB7 ayat(3),
Pasalg8,Pasal2 ayat
(1), Pasab4 ayat(1),
PasalP8ayat(1) ayat
(2), Pasall10 huruf b
4 Perkebunan 2
a. tindakanyg
berakibat
kerusakan dan
Pasal 21 Jo Pasal 47 Mengabulkan
terganggunya 18/2004
Seluruhnya
usaha
perkebunan serta
sanksinya
b. tanah ulayat yang
) Pasal 12 ayat (1), Pasg
digunakan untuk )
55 huruf a, c, dan d, Tidak Dapat
usaha 39/2014 o
Pasal 107 huruf a, c, da Diterima
perkebunan dan d
sanksi pidananya
5 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1
a. izin pengelolaan
) Pasal 59 ayat (4), Pasg Mengabulkan
limbah B3 dan 32/2009
) 95 ayat (1), 102 Selurhnya
sanksinya
Grand Total 23

Berdasarkan tabel diatas, mengenai Isu yang dimohokéaada

Mahkamah Konstitusi pun beragam antar undamgang yang di
Unddsgdang Kehutanan

ujinya. Seperti

pemohon lebih banyak mempermab&bn masalah kawasan hutan,

pengujian mengenai

hutan negara dan pemanfaatannya, begitu pula dengan Udddagg
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mergenai Mineral dan Batubara, pemohon lebih banyak menyoroti
permasalahan izin usaha serta wilayahr§edangkan untuk Undang
Undang PPPH terkait penunjukan kawasan hutan dan perusakan hutan.
UU Perkebunan terkait kerusakan dan terganggunya usaha perkebunan
dan tanah ulayat yanggidinakan untuk usaha perkebunan, serta UU

PPLH terkait dengan pengelolaan limbah B3

2. Hak Konstitusional Pemohon dan Dasar Pengujian

Dalam mengajukan permohonan pengujian undamang,
pemohon wajib menerangkan hak konstitusiopamohon. Hal ini
diperlukan untuk memperlihatkan bahwa para pemohon memiliki hak
konstitusional yang diberikan konstitusi. Adapun hak konstitusional

pemohon yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD 1945 yang Digunakan dalam
Pengujian UndangUndang

Hak
Konstitusional Penjelasan Jumlah
Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian huk
28D (1) _
yang adil 16
28G (1) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatauaytabat,
dan harta benda serta rasa aman 7
1(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum 5
Memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secar
28C (2) _
kolektif 5
28H (1) Hidup sejahterah lahir batin, bertempat tinggal, lingkung
hidup yang baik sertpelayanan kesehatan 4
28A Berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dg
kehidupannya 3
28C (1) Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, mendapat pendidikan demi meningkatkan kug 3
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Hak

No. Konstitusional Penjelasan Jumlah
hidupnya
8 28H (4) Hak milik pribadi 3
Bebas dari perlakuan dan perlindungan atas perlakua
9 281 (2) e
diskriminatif itu 3
Pengakuan masyarakat hukum adat besertdalak
10 18B (2) o
tradisionalnya 2
11 27 (1) Bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerinta 2
12 281 (3) Identitas budaya damak masyarakat tradisional dihormat 2
13 33 (4) Perekonomian nasional berdasar asas demokrasi ekon 2
Tidak
14
Dicantumkan 2
Terdapat 7 ayat, yang intinya:
15 18 p yat, yang Y
Pemerintah daerah 1
Pemda prov, pemda kab/kota mengurus sendiri
16 18 (2) pemerintahan sendiri berdasar otonomi dan tugas
pembantuan 1
17 18 (5) Pemda menjalankan otonomi seliagsnya 1
Pemda berhak menetapkan perda untuk menjalanka
18 18 (6) )
otonomi dan tugas pembantuan 1
Terdapat 2 ayat, yang intinya:
19 18A Hubunganvewenang antara pemerintah pusat dan pem
atau antar pemda 1
Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfag
20 18A(2) 9 gan. p .y P
SDA antara pemerintah pusat dan daerah 1
21 27 (2) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 1
Terdapat 4 ayayang intinya:
- 28D Kepastian hukum yang adil, bekerja serta mendapat imb
kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan berha
status kewarganegaraan. 1
Berhak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dalam
23 28D (2) )
hubungan kerja 1
Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkar
24 28E (3)
pendapat 1
25 28G Terdapat 2 ayat, yang intinya: 1
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No.

Hak

Konstitusional Penjelasan Jumlah

Perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan atau perlak

yang menrendahkan martabat manusia

26

Terdapat 4 ayat, yang intinya:
o8 Hidup sejahterdjngkungan hidup yang baik, mencapai
persamaan dan keadilan, berhak atas jaminan social, s

hak milik pribadi 1

27

Terdapat 2 ayat, yang intinya:
28J Menghormati ham orang lain, dan pembatasan atas

penghormatan ham orang lain 1

28

33 Terdapat 5 ayatjang intinya:
Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial 1

29

33(1) Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan 1

30

Bumi, air dan kekeayaan yang terkandung didalamny.
33(3) dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmu
rakyat 1

Pemohon dalam mengajukan permohonan mendalilkan dirinya
memiliki hak konstitusional dalam mengajukan permohonan. Hal ini
dapat dilihat bahwa para pemohon kebanyakan mendalilkan bahwa
dirinya memiliki hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastiarhukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Pasal ini menjadi favorit digunakan oleh para pemohon yakni dapat
ditemukan dalam 16 perkara. Selain itu ada hak mengenai seseorang
untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan
martabat, dan harta benda serta rasa aman yang tertuang dalam Pasal
28G ayat (1) yang menjadi pasal terbanyak kedua yang digunakan yakni
sebanyak 7 Perkara. Dengan kata lain, pemohon mengajukan pengujian
undangundang di bidang sumber daya alam dengaksod untuk

memperoleh kembali jaminan perlindungan hukum yang untuk
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memperoleh keadilan yang terganggu karena berlakunya suatu undang

undang.

3. Dasar Pengujian Undang -Undang

Setip permohonan yang diajukan BliahkamahKonstitusj mesti
menerangkan dan mefgskan pasal dalam UUD 1945 yang digunakan
sebagai landasan untuk menguji ketentuan di dalam suatu wndang
undang. Pasal dalam konstitusi ini merupakan tolak ukur untuk
mengatakan apakah suatu undandang yang diuji bertentangan
dengan UUD atau tidak. Nam apa yang diajukan oleh pemohon
tersebut menarik pula diperbandingkan dengan ketentuan UUD 1945
yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani
perkara. Perbandingan ini penting diajukan untuk melihat apakah dasar
konstitusional yang diajukanpemohon sejalan dengan dasar
konstitusional yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
menangani perkara.

Tabel 7 Perbandingan Pasal Konstitusi yang digunakan sebagai Dasar Pengujian yang
Diajukan oleh Pemohon dan PertimbangarHukum oleh MK

Pemohon Mahkamah

No. | Dasar Pengujian Jumlah Dasar Pengujian | Jumlah
1 28D (1) 19 33 (3) 6
2 1(3) 12 28D (1) 5
3 28G (1) 11 33 (4) 5
4 28H (1) 8 33 5
5 281 (2) 6 28H (1) 4
6 18B (2) 5 1(3) 3
7 28C (1) 5 18B (2) 2
8 27 (1) 4 28G(1) 2
9 28H (4) 4 28H (4) 2
10 33(3) 3 28l (4) 2
11 18 (2) 2 33(2) 2
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Pemohon Mahkamah

No. | Dasar Pengujian Jumlah Dasar Pengujian | Jumlah
12 18 (5) 2 17 (1) 1
13 18A (2) 2 17 (3) 1
14 22A 2 17 (4) 1
15 27 (2) 2 18 (5) 1
16 28C (2) 2 18 (7) 1
17 28D (2) 2 22A 1
18 281 (3) 2 23 (1) 1
19 33 (1) 2 28C (1) 1
20 33(4) 2 28D (2) 1
21 18 (6) 1 281 (1) 1
22 18 1 283 (2) 1
23 18A (1) 1 36A 1
24 18A 1 4 (1) 1
25 28A 1 4 (2) 1
26 28E (3) 1 5(2) 1
27 281 (1) 1

28 33 (2) 1

Dalam pengujian suatu Undatindang, Pemohon harus dapat
menerangkan ketentuan agalam UndangJndang yang bertentangan
dengan pasal dalam Undabgdang Dasar atau Dasar Pengujian, hal
ini diperlukan untuk hakim memberikan pertimbangan hukum dalam
menentukan batu uji dalam memutusngaian UndangJndang.
Namun terkadang pasal dasar ggian yang digunakan oleh Pemohon
dan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan
hukum dalam memutuberteda. bagaimana dalam tabel diatas jelas
terlihat batu uji yang digunakan pemohon paling banyak adalah Pasal
28D ayat (1) yang menargkan hak untuk pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kep@asn hukum yang adil sebanyak Xkli, serta
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urutan kedua yakni Pasal 1 ayat (3) mengenai Negara Ind@udah
Negara Hukum sebanyak kali.

Lain halnya dengan Mahkamah Konstitusi, dgsangujian yang
digunakan dalam pertimbangan hukum hakim guna memutus suatu
perkara pengujian Undaxighdang mengenai Sumber Daya Alam justru
mengunakan Pasal 33 (3) i Bumi dan
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipekan untuk
sebesab es ar kemakmur an rakyato. Bar
menggunakan Pasal 28D ayat (1) seperti keinginan para pemohon.

Nampmk adanya perbedaan persepdasmn para pemohon dengan
hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa dasar pengujian yang diminta tidak
selalu sejalan dengan apa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam memutusHal ini dapat terlihat efektifitas penggunaan Pasal
dasar pengujian pada Undadgdang Dasar yang digunakan Pemohon
dalam isu Sumber Dayslam ini tidak begitu efektif.

Terlihat Pasal 28D ayat (1) yang menjadi pasaingakering
digunakan sebanyak 1Rerkaraoleh Pemohonhanya digunakan oleh
hakim Mahkamah Konstitusi sebagai dasarngugian bahan
pertimbangan hakim sebanyak 5 Perkdahkan terdapat perkara yang
diputus berdasarkan pasal dasar pengujian oleh hakim yang tidak
digunakan oleh Pemohon sebagai dasar pengujian yakni Pasal 4 ayat (1)
ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17tq{a ayat (3), ayat (4), Pasal 18
ayat (7), Pasal 28I ayat (4)anPasal 36A.

Artinya terdapat pergeseran antara pandangan para pemohon
dengan Mahkamah Konstitusi, bahwa mengenai Sumber Daya Alam ini
erat kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UndamipngDasar 1945
yang merupakan pasal paling berkaitan dengan Sumber Daya Alam,

sebagaimana yang menjadi dasar pengujian terbanyak digunakan oleh
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Mahkamah Konstitusi. Namun pemohon yang mengunakan pasal
tersebut sebagai batu uji hanya sebanyak 3 perkara sajdeloid
menitik beratkan permasalah hak Pengakuan, Jaminan, Perlindungan,
dan Kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1)
UndangUndarg Dasar 1945menjadi pertanyaan mengapa pasal 28D
ayat (1) ini paling banyak digunakan oleh pemohon, apabédihat
kaitan antara isu pengujian yang diajukan dengan dasar pengujiannya
adalah Pasal 28D ayat (1) apakah berjalan signifikan dengan amar
putusan yang diharapkan pemohon untuk dikabulkan, hal tersebut dapat
dilihat pada table berikut:

Tabel 8 Pengaruh Dasar Pengujian terhadap Amar Putusan Mahkamah konstitusi

Dasar Dasar
Nomor . Pengujian Pengujian Amar
No Isu Pengujian Keterangan
Putusan Oleh Oleh Putusan
Pemohon Mahkamah
tanah ulayat
yang digunakan Pasal 1 (3), Tidak
1 122/PUUK untuk usaha 18B (2), 28C Tidak dapat Tidak
111/2015 perkebunan dan| (1), 28D (1), Dicantumkan diterima Dicantumkan
sanksi 28G (1).
pidananya.
izin usaha
pemanfaatan
kawasan, izin
usaha
pemanfaatan jas
98/PUU lingkungan, izin Pasal 1 (3), Pasal 28H (3), )
2 Menolak Tidak Sama
XIIl/ 2015 usaha 28D (1) 33(3),33(4)
pemanfaatan
hasil hutan kayu
dan bukan kayu,
pemungutan
hasil
3 81/PUU IUP yang Pasal 1 (3), 27 Tidak Tidak Tidak
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Dasar Dasar
Nomor . Pengujian Pengujian Amar
No Isu Pengujian Keterangan
Putusan Oleh Oleh Putusan
Pemohon Mahkamah
XIl/ 2015 diberikan oleh (1), 28D (1), Dicantumkan dapat Dicantumkan
Bupati/Walikota, 281 (2) diterima
ancaman pidanal
bagi yang
melakukan usaha
tanpa IUP, IPR
danlUPK, dan
sanksi pidana
tambahan
B Pasal 1 (3),
Kewajiban Pasal 4 (1), 4
10/PUU 22A, 27 (2), i
4 pemegang IUP (2),5(2), 33 Menolak Tidak Sama
Xll/2014 28D (1), 28G
dan IUPK (2), 33 (3)
(1), 28H (1),
Pasal 1 (3),
penunjukan 18B (2), 28C Mengabulk
95/PUU kawasan hutan | (1), 28D (1), Pasal 33 an Tidak Sama
X11/2014 dan perusakan | 28G (1), 28H Sebagian
hutan (2), 281 (2)
5
kawasan hutan, Pasal 1 (3),
pengukuhan 18B (2), 28C Mengabulk
95/PUU kawasan hutan | (1), 28D (1), Pasal 33 an Tidak Sama
XI11/2014 dan larangan 28G (1), 28H Sebagian
dalam kawasan (1), 281 (2)
hutan
Penguasaan Tidak
Pasal 1 (3), 18 )
Hutan oleh . Tidak Dicantumkan
70/PUU (2), 18 (5), Tidak
6 negara dan . dapat
Xl11/2014 18A (1), 18A Dicantumkan o
wewenang diterima
, (2),28D (1)
pemerintah
penyesuaian Tidak
pasal kontrak Dicantumkan
karya selambat
108/PUUY lambatnya satu | Pasal 28D (1), Tidak
7 Ketetapan
X11/2014 tahun dan 281 (2) Dicantumkan
kewajiban
melakukan

pemurnian bagi
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Dasar Dasar
Nomor . Pengujian Pengujian Amar
No Isu Pengujian Keterangan
Putusan Oleh Oleh Putusan
Pemohon Mahkamah
pemegang
kontrak karya
Pelaksana usahd
jasa Pasal 27 (1),
113/PUY Pasal 28D (1), Sama Pasal
8 pertambangan, | 28D (1), 28D Menolak
X/2012 . 33(4) 28D (1)
larangan bagi (2), 33 (3)
IUP dan IUPK
hutan negara
serta penguasaa
Pasal 1 (3),
Hutan oleh
18B (2), 28 (1),| Pasal 18B (2), | mengabulk | Sama Pasal
35/PUU negara, hutan
9 28D (1), 28G 33(2), 33 (3), an 18B (2), dan
X/2012 adat serta .
(1), 281 (3), 33 33 (4), 36A sebagian | 33 (3)
masyarakat 3)
hukum adat yang
bersangkutan
34/PUL Penguasaan Pasal 28D (1),| Pasal 28G (1), | mengabulk| Sama Pasal
10 /2011 Hutan oleh 28G (1), 28H 28H (1), 28H an 28G (1), dan
negara 4) (4),33(3) sebagian | 28H (4)
Pasal 1 (3), 18
(2),18(5), 18
) Mengabulk | Sama Pasal 1
45/PUU pengertian (6), 18A(2), Pasal 1 (3), 28D
11 an (3), dan 28D
IX/2011 kawasan hutan | 28D (1), 28G 1)
Seluruhnya| (1)
(1), 28H (1),
28H (4)
54/PUU tidak tidak Tidak Tidak
12 ) ) . Ketetapan )
VIIl/ 2010 dicantumkan dicantumkan Dicantumkan Dicantumkan
tindakan yg
berakibat Pasal 1 (3),
Mengabulk | Sama Pasal 1
55/PUU kerusakan dan | 18B (2), 28C | Pasal 1 (3), 18B
13 an (3), 18B (2),
VIIl/ 2010 terganggunya (1), 28D (1), (2), 28D (1)
Seluruhnya| dan 28D (1)
usaha 28G (1)
perkebunan
pelaksanaan
Pasal 17 (1), 17
pemanfaatan
72/PUU Pasal 1 (3), 18, (3), 17 (4), 18 )
14 hutan dan Menolak Tidak Sama
VIII/ 2010 18A (5), 18 (7), 33
penggunaan

kawasan hutan

(3,334
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Dasar Dasar
Nomor . Pengujian Pengujian Amar
No Isu Pengujian Keterangan
Putusan Oleh Oleh Putusan
Pemohon Mahkamah
dan tatacara
hutan dan
penyusunan
rencana
pengelolaan
hutan
Penetapan Pasal 28C (2),
) Sama Pasal
wilayah 28D (1), 28E Pasal 28D (1), | mengabulk
32/PUU 28D (1), 28G
15 pertambangan, | (3), 28G (1), 28G (1), 28H an
VIII/ 2010 _ . (1), 28H (1),
dan penyelesaian 28H (1), 28H | (1), 28H (4), 33| sebagian
dan 28H (4),
hak atas tanah 4).
mentetapkan
Wilayah
Pertambangan
Pasal 27 (1), | Pasal 28D (1), | Mengabulk | Sama Pasal
30/PUU Rakyat (WPR), o
16 ) 281 (2), 33 (1), 28D (2), 28I an 33 (meliputi
VIII/ 2010 serta Wilayah )
) 33(4) (4), 33 sebagian | ayat 3 dan 4)
Izin Usaha
Pertambangan
(WIUP)
mentetapkan
Wilayah
Pertambangan | Pasal 27 (1),
Mengabulk | Sama Pasal
25/PUU Rakyat (WPR), 28D (1), 28I Pasal 28I (4), o
17 ) an 33 (meliputi
VIII/ 2010 serta Wilayah (1), 33 (1), 33 33,33 (4)
) Seluruhnya| ayat 1, 2, 3)
Izin Usaha (2), 33 (3)
Pertambangan
(WIUP)
Permohonan
kontrak karya
121/PUU dan perjanjian Pasal 1 (3), Sama 1 (3)
18 Pasal 1 (3), 22A] Menolak
VI1/2009 karya 22A, 28D (1) dan 22A
pertambangan
batubara
surat keterangarn| Pasal 27 (2),
hasil hutan yang| 28A, 28C (2), Tidak
13/PUU ) Sama Pasal
19 tidak sama 28D (1), 28G 33 (4) dapat
11/2005 o 33(4)
dengan keadaan (1), 28H (1), diterima

fisik, serta alat

281 (3), 33 (4)
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Dasar Dasar

Nomor . Pengujian Pengujian Amar
No Isu Pengujian Keterangan
Putusan Oleh Oleh Putusan
Pemohon Mahkamah
alat berat untuk
mengangkut
pengujian formil
dan materil
(perizinan dan . )
3/PUU- L Pasal8D (2), Tidak Tidak
20 perjanjian pada . Menolak )
111/2005 28H (1) Dicantumkan dicantumkan
kawasan hutan
serta masalah
konsideran UU)
. .| Pasal 28D (1),
21/PUU hasil hutan dari )
21 o 28 G (1), 28H Pasal 28J (2) Menolak Tidak sama
111/2005 hasil kejahatan
O]
Pasal 23 (1),
pengelolaan Mengabulk
18/PUU . Pasal 28D (1),| 28C (1), 28G Sama Pasal
22 limbah B3 dan an
Xll/2014 . 28H (1) (1), 28H (1), 28H (1
sanksinya. Seluruhnya
281 (1)

Pengunaan Pasal 28D ayat yAng digunakan oleh Pemohon dan
Mahkamah Konstitusi dalam dasar pengujian sebardakerkara
dengan amar putusanméngabulakanseluruhnya 2 perkara, dan
mengabulakan sebagian dan menolak masiaging 1 perkara). Dan
ada satu perkara dimana Mahkamah Konstitusi mengunakan Pasal 28D
ayat (1) sebagai dasar batu uji padahal Pemohon tidak mengajukannya,
yang dengan amar mengabulkarbagan (Perkara Nomor 30/PUU
VI111/2010)

Sisanya mahkamah memutus perkara tidak mengunakan Pasal 28D
ayat (1) melainkan pasphbsal lain seperti Pasal 33 secara umum
termasuk pasal 33 ayat (3) didalamnya.

Dalam isu yang mengunakan Pasal 28D ayat (1) selusgar
pengujian oleh pemohon ratata untuk isu yang secara umum
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membahas mengenai Izin Usaha baik pertambagan dan kehutanan, serta
mengenai isu yang berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan,
tambang dan perkebunan. Terlihat bahwassuersebut yandianggap
pemohon merugikan hak konstitusionalnya dan memintakan pengujian
dengan dasar batu uji pasal 28D ayat (1) untuk membenturkan mengenai

kepastian hukumnya.

4. Ahli dalam Persidangan Pengujian Undang -Undang

mengenai Sumber Daya Alam

Dalam sidandMlahkamah Konstitusi memeriksa dan menguiji suatu
UndangUndang yang dimohonkan tidak hanya membaca permohonan
pemohon, mendengarkan keterangan pemohon, serta keterangan dari
Pemerintah, melainkan dalam agenda sidang Mahkamah Konstitusi
yang sudah membahpskok permohonan, terkadang pemohon maupun
pemerintah mengajukan ahli dalam menambahkan keterangan guna
kepentingan pengujian undangdang yang diujikan.

Begitu pula dengan pengujian Undadgdang mengenai Sumber
Daya Alam ini, terdapat beberapa permohlmogpang menghadirkan Ahli
baik dari Pemohon mapun dari pemerintah. Adapun beberapa ahli yang
sering beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Sumber Daya Alam
ini, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 9 Daftar Nama Ahli Pemohon dan Ahli Pemerintah dalam Pengujian UU
Mengenai SDA

No Ahli Pemohon Jumlah Ahli Pemerintah Jumlah
Eddy O.S
1 Hiariej 3 Daud Silalahi
I Nyoman Nurjaya 3 Rudy Sayoga Gautama
Saldi Isra 3 Simon F. Sembiring
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No Ahli Pemohon Jumlah Ahli Pemerintah Jumlah
4 Hermansyah 2 Asep Warlan Yusuf 2
5 | Gde Pantja Astawa 2 A. Sonry keraf 1
6 Maruarar Siahaan 2 A. Tony Prasetyantono 1
7 Abdul Kadir Jaelani 1 Ahmad Redi 1
8 Achmad Sodiki 1 Akiar Salmi 1
9 Agus Setyarso 1 Alexander Sonny Keraf 1
10 Amrullah Arfan 1 Chairil Anwar 1
11 Arif Siregar 1 Emil Salim 1
12 Asep Warlan Yusuf 1 Enri Damanhuri 1
13 Bambang Setyo 1 FX. Arsin 1
14 Faisal Basri 1 Herwin Simbolon 1
15 Febrian 1 Hikmahanto Juana 1
16 Frans Limahelu 1 Irwandy Arif 1
17 Gunawan Wiradi 1 Mudzakir 1
18 Hadin Muhjad 1 Nurhasan Ismail 1
19 Hariadi Kartodihardjo 1 Philipus M. Hadjon 1
20 Ismiriyadi 1 Rahayu 1
21 Kurnia Toha 1 Riyad Areshma Chairil 1
22 Kurnia Warman 1 Satya Arinanto 1
23 Laica Marzuki 1 Siti Rochani 1
24 Linda Yanti Sulistiawati 1 Suharto 1
25 NoerFauzi Rachman 1 Yusril Ihza Mahendra 1
26 Nurhasan Ismail 1

27 Philipus M. Hadjon 1

28 Renni Suhardi 1

29 Rikardo Simarmata 1

30 Saafroedin Bahar 1

31 Sahino 1

32 Simon F. Sembiring 1

33 Sukanda Husin 1

34 Sunariningsih 1

35 Tommy Hendra Purwaka 1

36 Udiharto 1

37 Zainal Arifin Mochtar 1

Grand Total

I
(o))

Grand Total

32
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Keterangan para ahli dalam persidangangpgan suatu Undang
Undang memag dimaksudkan untuk memperkuat argumentas
permohonan pemohon ataupun memperkuat kedudukan pemerintah
dalam membuat Undardgndang yang diuji. Begitu pula dalam isu
Sumber Daya Alam berikutadi 22 Perkarayang diuji terdapat 15
Putusan Mahkamah Konstitusi melibatkan Ahli baik dari Pemohon dan
Pemeintah, Pemohon saja, serta Pemerintah saja.

Dari semua itu dapat dilihat bahwa Ahli yang cukup sering
dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan pengujian Urddadang
mengenai Sumber Daya Alam adaladdy O.S. Hiariej, | Nyoman
Nurjayadan Saldi Isra msingmasingsebanyak 3 kaliselebihnya ada
Hermansyah, Maruarar Siahaaan| Gde Pantja Astawgangmasing
masingya sebanyak 2 kali. Sedangkan Ahli d&emerintah yang
sering dihadirkan adalah Daud Silalahi, Ruslgyoga Gautama, serta
Simon F.Sembiring yang masinmasing searnyak 3 kali, dan Asep
Warlan Yusuf sebanyak 2 kali

Berdasarkan data terseptegrdapat ahli yang pernahhddirkan ke
persidangarbaik oleh Pemohon maupuiemerintahSepertiSimon F.
Sembiring pernah menjadi ahli dari Pdma dalam perkara Nomor
10/PUUXII/2014 serta menjadi ahli dari Pemerintah dalam 3 Perkara
yakni dalam Putusan Nomor 32/PBUIl/2010, Nomor 30/PUU
VIII/2010, serta Nomor 25/PUWIII/2010, yang keempat perkara
tersebut mengend&engujian Undantyndang Mineba namun dengan
pasal (objek) pengujianyang berbedaSelain itu ada ahli atas nama
Nurhasan Ismail, yang menjadi ahli dari Pemohon dalam Putusan
Nomor 55/PUUVIII/2010 yang menguji tentang Undatndang
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Perkebunan, dan menjadi ahli dari pemerintah padasBn Nomor
35/PUUX/2012 yangmenguji UndangJndang Kehutanan

Lalu ahli Asep Warlan Yusuf yang dihadirkan menjadi ahli dari
pemohonpada PutusamNomor 3/PUUIII/2005 yang menguji tentang
UndangUndang Kehutanan dengan isu mengenai perizinan dan
perjanjan pada kawasan hutan, serta menjadi ahli dari pemepatih
Putusan Nomor 45/PUIX/2011 dan Putusan Nomor 72/PUU
VIII/2010 yang menguji undangndang mengenai kehutanan dengan
isu pengertian kawasan hutan, serta pelaksanaan dan pemanfaatan

kawasan huta

Efektifitas Para Ahli

Namun apakah kehadiran para ahli ini memberikan dampak yang
cukup efektif dalam memberikan pemikirannya dalam putusan
Mahkamah Konstitusi? Memang sangat sulit untuk menentukan
indikator bahwa suatu putusan Mahkamah Konstitusi lahir terpengaruh
atau setidakya terdapat hasil pemikiran dari para ahli. Maka dari itu tim
peneliti memberikan batasan dalam melihat efektifitddi dalam
persidangan pengujian undangdang mengenai Sumber Daya Alam
ini, dnegan cara melihdt Pendapat Eedam kpertrmaamgan
hukum suatu putusan.

Jika melihat anatomi putusan Mahkamah Konstitpadabagian
pertimbangan hukurterlihat terdapat 3 sub bagian yakni: Kewenangan
Mahkamah, Kedudukan Hukumle@al standiny, serta pokok
permohonan yang terdapat pendapat mahkamah didalamnya. Pendapat
mahkamah dalam pokok permohon ini lah yang dilihat oleh tim peniliti

dalam menganalisis apakah kehadiran para ahli ini efektif dengan
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argumen para ahli dikutip langsung oleh inaklalam bagian Pendapat
Mahkamah ini

Dari 22 perkara hanya 15 perkara mengenai pengujian undang
undang di bidang sumber daya alam yang menghadirkan ahli. Dari 15
perkara itu hanya 3 perkara dimana Mahkamah Konstitusi mengutip
secara langsung ataupun sefspat dengan para ahli. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa kehadiran ahli tidak begitu signifikan
keefektifannya, mengingat dari2 ®@rang ahli yang dihadirkan baik dari
pemohon dan juga pemerintah hanya 3 orang ahli yang pendapatnya
benarbenar diktip secara langsung oleh mahkamah, selebihnya tidak
dikutip secara langsung, dalam pendapat mahkamah namun dalam
pertimbangan hukum dikatakan tetap dipertimbangkan.

Tiga keterangan ahli yang dipertimbangkan oleh Mahkamah
Konstitusi antara lain Keterangak Sonny Keraf yang diajukan oleh
pemerintah dalam perkara No. 10/PXW/2014, Keterangan Daud
Silalahi yang diajukan oleh Pemerintah dalam perkara No. 25/PUU
VIII/2010, dan keterangan Emil Salim yang juga diajukan oleh
Pemerintah dalam perkara 3/PYI2005. Semua ahli yang dirujuk
oleh Mahkamah Konstitusi merupakan ahli dari Pemerintah, tidak
satupun ahli dari pemohon yang dirujuk langsung oleh Mahkamah
Konstitusi. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ahli yang diajukan
oleh pemerintah tidak punya Koibusi dalam memberikan arahan bagi
pertimbangan hakim konstitusi.

Jika ditelaah secara logika, apabila mahkamah sependapat dengan
ahli yang dihadirkan oleh pemohon maka putusan yang dihasilkan
seharusnya mengabulkan, begitupun sebaliknya apabdbkamah
sependapat dengali yang dihadirkan oleh pemerintataka putusan
yang dihasilkan seharusnya menolak.
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Namun ada yang menarik dalam permasalahan ahli ddlam
perkara nomor 25/PUWIII/2010 mahkamah sependapat dengan
argument yang disampaikan olehli Daud Silalahi yang dihadirkan
oleh pemerintah, namun amar putusannya adalah mengabulkan
seluruhnya. Padahal ahli yang dihadirkan oleh pemerintah seharusnya
menguatkan argumentasi pemerintah untuk menyatakan undaagg

yang sedang diuji tidaklah iokstitusional.

5. Hakim Panel Pemeriksaan Pendahuluan serta
Kehadiran Hakim dalam Rapat Permusyawaratan
Hakim (RPH) Pengambilan Putusan dan Pleno Putusan

Sebelum memulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah
Konstitusi terlebih dahulu harus melakukan pemerikgaamdahuluan
yang memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
pengujian undangndang yang diajukan oleh Pemohon. Dalam
pemeriksaan pendahuluan terdapat 3 hakim konstitusi yang bertugas
menjadi hakim panel dalam pemeriksaan pendahuluan. DarirRar&e
yang diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat 1 perkara
yang tidak terlampir hakim panelnya yakni perkara nomor 3/PUU
[11/2005. Hakim konstitusi yang paling sering terlibat dalam komposisi
hakim panel pemeriksaan pendahuluan. Lebih |lamgutlasarkan tabel

berikut:

Tabel 10 Hakim Konstitusi Paling SeringMenjadi Hakim Panel dalam Pengujian
MengenaiSDA

No Hakim Konstitusi Jumlah

1 Ahmad Fadlil 11
2 Harjono 9
3 Maria Farida

4 Muhammad Alim
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Hakim Konstitusi

Jumlah

Achmad Sodiki

Anwar Usman

5

6

7 Aswanto
8 Soehartoyo
9

A. Mukhtie Fadjar

10 Arief Hidayat

11 HAS Natabaya

12 M. Akil Mochtar

13 Patrialis Akbar

14 Wahiduddin Adams

15 Hamdan Zoelva

16 M. Arsyad Sanusi

17 Maruarar Siahaan

R R RN N NN NN W WA S

Dari tabel diatagerlihat hakim Ahmad Fadlil Sumadi merupakan

hakim yang paling sering terlibat dalam siding papemeriksaan

pendahuluan dari 2ferkara beliau terlibat dalam Yerkara, disusul

hakim Maria Fariddndartidan hakim Harjonsebanyal® PerkaraHal

tersebutdapat dikatakaibbahwa hakim Ahmad Fadlil, Maria Farida, dan

Harjono merupakan hakim yang paling sering terlibat dalam Sidang

Panel pemeriksaan pendahuluan

6. Kehadiran Hakim dalam

Pleno Putusan

Ketentuan Pasal
menyebut kan

28 ayat
bahwa

RPH Pengambilan Putusan

i Mahkamah

da

n

(1) UU Mahkamah Konstitusi

Konstit

memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang

hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang

hakim konstiti s i

yang

di pi mpin

ol

eh

Ket ua

Meskipun sidang pleno wajib dihadiri oleh 9 hakim, namun faktanya

tidak demikian. Lebih dari separuh sidang pleno tidak dihadiri oleh
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hakim secara lengkap. Adapun data tentang tingkat kehadiran hakim

adald sebagai berikut:

Tabel 11 Jumlah Kehadiran Hakim dalam Sidang Pleno Putusan Pengujian

Dalam RPH Pengambilan Dalam Pleno
Jumlah Hakim
) Putusan Pembacaan Putusan
Yang Hadir
Jumlah Perkara Jumlah Perkara

7 Hakim 0 3

8 Hakim 4 15

9 Hakim 18 4
Grand Total 22 22

Berdasarkan 2ZPerkaramengenai Sumber Daya Alam, ada 3
putusan yang dibacakan dalam sidang PRutoisarhanya oleh 7 orang
hakim konstitusi. Dari 3 putusan itu, 2 putusan hanya dihadiri oleh 7
orang hakim dikarenakan kekosongan jabatan hakim konstitusi yakni
pergantian hakim dari Arsyad Sanusi ke Anwar Usman padan
2011.Selain dari itu terdapat 1Butuisan yang dibacakan dalam sidang
Pleno hanya oleh 8ang hakim konstitusi, sisanyapéitusan mengenai
Sumber Daya Alam diputus lengkap oleh 9 hakim konstitusi.

Mengenai kehadiradalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
Pengambilan Putusamtuk rapat memuskan amar putusan terhadap
permohonan yangliajukan oleh pemohon terdapat Rutusan yang
dibacakan dalam sidang RPH hanya oleh &grhakim konstitusi,
sisanya 1&utusan mengenai Sumber Daya Alam diputus lengkap oleh
9 hakim konstitusi.

Dari perbandinga kedua komposisi kehadiran hakim tersebut,
terlihatbahwa hakim konstitusi lebimemprioritaskan kehadiran dalam
RPH. Hal ini terbukti dari tigkat kehadiran hakim, dimana 18 dari 22

perkara dihadiri lengkap oleh 9 hakim. Bandingkan dengan sidang pleno
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pembacaan putusardari 22 perkara hanya gerkara yang lengka

dihadiri oleh 9 orang hakim.

7. Durasi Waktu Pengujian dan Putusan Mahkamah
Berdasarkan Tahun

3 m Total
2 _
0 = T T T T T T T

2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diagram 4 Tahun Putusan MK mengenai SDA

Berdasarkan diagram di atas, sebaran waktu diputuskannya
pengujian tentangumber Daya Alanbanyak terjadi di tahun 2012
yakni 5 perkara. Selanjutnya diikuti oleh putusan di tahun 2011 (4
putusan); 2014dan 2015(3 Putusan); 2005, 20132016 sebanyak 2
putusan; dan 2006hanya 1 putusan. Jika dilihat pada pelo
kepemimpinan, setiap ketulslahkamahKonstitusi pernah memutus
pengujian tentang sumber daya alam.

Rentan tahun pembacaan putusan mengenai Sumber Daya Alam
tidak dapat disamaratakan tiap tahunnya, begitu juga dengan soal lama
pengambilan putusan dari setiap pengujian undextang. Berikut
lama waktu pengujian undanmdang terkait sumber daya alam yang
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diukur dari waktu registrasi perkara sampai dengan pembacaan putusan

oleh hakim konstitusi

Tabel 12 Lama Waktu Pengujian berdasarkanTahun Putusan

Grand

Lama Tahun Putusan
Total

Pengujian

2005| 2006 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

1 Bulan 1

3 Bulan 1

4 Bulan 1 1 1

6 Bulan 1

7 Bulan 1

8 Bulan 1 1

9 Bulan 1

11 Bulan 1 1

12 Bulan 1

13 Bulan 1

14 Bulan 1 1

15 Bulan 1

18 Bulan 1

25 Bulan 1

N R R R N R RN RN R R W k| ek

26 Bulan 2

tidak
terdeteksi 1 1

Grand
Total 2 1 4 5 2 3 3 2 22

Waktu pengujian Undangndang terkait Sumber Daya Alam
memiliki lamayang berbed®eda.Jika melihat data datas,terdapat3
Perkarayang diputus dalam waktu Bulan pengujian, bahkan ada
sekitar 3 UndangJndang yang diuji diatas 25 bulan, namun dapat
dilihat pula terdapat 2 UndaAgndang yang hanya membutuhkan

waktu sekitar 43 bulan pengujian.
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Jika melihat satu persatu lamarpengujian undangndang terkait

Sumber Daya Alam ini, rentan lama waktungejian rataratanya

adalah11.38 Bulan atauhampir satu tahun. Artinya, lama pengujian

untuk isu sumber daya alam lebih lama dibanding-natea tahunan

waktu pengujian di MK yan@panya 6,5 buladKadang putusan cepat

dibacakan, namun juga kecenderungannya semakin lama. Ada beberapa

putusan yang sangat cepat diputus seperti perkara Nomor 108/PUU

XI1/2014 tentang Pengujian UU Minerba yang hanya diputus dalam

waktu 1 bulan. Namun adaga yang diputus sangat lama, hingga 26
bulan (lebih dari 2 tahun) yakni perkara Nomor 32/P\U /2010 dan
Nomor 25/PUUVIII /2010 yang keduanya terkait UU Minerba.

Tabel 13 Perkara yang diputus Kurang Dari 3 Bulan Dan Lebih Dari 2 Tahun

Nomor uu Dibawah 3 Bulan Lebih dari 2 Tahun
Putusan Tentang | 1 Bulan | 3 Bulan | 25 Bulan | 26 Bulan
No. 81/PUU
Minerba
XI/ 2015 1
No. 108/PUU
Minerba
XIl/ 2014 1
No. 32/PUU-
Minerba
VIII/ 2010 1
No.30/PUU ]
Minerba
VIII/ 2010 1
No. 25/PUU-
Minerba
VIII/ 2010 1

Perkara yang membutuhkan waktu dibawah 3 bulan terdapat 2

perkara yakni

keduanya perkara yang menguji Undamgang

Minerba, satu diputus dengan waktu 1 bulan peagudiputus pada

3KoDe Inisiatifl3 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mem#esgujian Undang

Undang him 6
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tahun 2014dan satunya lagiengan lama putusan 3 buldiputus pada
tahun 2015Adapun perkara yang membutuhkan waktu lebih 2 tahun
terdapat 3 perkara yang ketiiganya mengenai pengujian Undang
Undang Minerba, 1 perkara diputus dengan lama peng@b bulan,
dan 2 lainnya diputudengan lama pengujian 26 bulan

Selain itu penting pula melakukan analisis mengenai lamanya
penanganan perkara pengujian undandang di Mahkamah Konstitusi
dengan kecenderungan amar putusan. Analisis ini dilakukan untuk
mengetahui apakah semakin lamahWamah Konstitusi menangani
perkara berarti putusannya akan mengabulkan permohonan atau

sebaliknya.

Tabel 14 Amar Putusan Berdasarkan Lama Pengujian

Amar Putusan

Lama

Pengujian

Ketetapan

Mengabulkan

Sebagian

Seluruhnya

Menolak

Tidak dapat

diterima

Jumlah

1 Bulan

1

3 Bulan

4 Bulan

6 Bulan

7 Bulan

8 Bulan

9 Bulan

11 Bulan

12 Bulan

13 Bulan

14 Bulan

15 Bulan

18 Bulan

25 Bulan

26 Bulan

N R R RN R RN RN R R w

tidak
terdeteksi

Grand Total

22
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Dalam tabel diatas dapat dilihat ratda pengujian perkara dengan
amar putusan yangdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi
membutuhkan rateata waktu pengujiaril68 bulan (mengabulkan
seluruhnya rataata 14.5 bulan dan mengabulkan sebagianreatal8.8
bulan) Adapun pengujian perkara yang amar putusartiygdak dan
tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata
rata waktu pengujiai@.5 bulan (tidak dapat diterima rateata 5 bulan
dan ditolak rataata 10 bulan).Dengan kata lain, semakin lama
pengujian perkara mengenai Sumber Daya Alam ternyata amar putusan
yang dihasilkan adalah dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian
(ratarata 16.8 bulan begitupun sebaliknya semakin cepat pengujian
perkara maka amar putusan yang dihasilkan tidak diterima atau bahkan
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (ratata 7.5 bulan)

Namun hal tersebut tidak bisa digeneralis secara umum, nyatanya
terdapat6 perkara yang amar putusanmji@abulkan secara seluruhnya
maupun sebagian dengan rentan dibawah 16.8 bulan, pun terdapat 6
perkara yang amar putusannya yang ditolak dan tidak dapat diterima
diatas 7.5 bulan (bahkan perkara nomid1/PUUVII/2009 yang
mengiji undangundang Minerbaliuji selama 18 tahun dan putusannya
ditolak) Hal ini menjadi pertanyaan besar tolak ukur apa yang
digunakan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu perkara Sumber

Daya Alam yang diajukan kepada dirinya.
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Tabel 15 Isu Pengujian berdasarkan Lama Pengujian

. Nomor uu . Lama
Bidang No Isu Pengujian .
Perkara Tentang Pengujian
izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa
98/PUU . o
1 Kehutanan lingkungan, izinusaha 8 Bulan
X111/2015 .
pemanfaatan hasil hutan
kayu dan bukan kayu,
pemungutan hasil
penunjukan kawasan hutar
PPPH
95/PUU dan perusakan hutan
2 XI11/2014 kawasan hutan, pengukuhg 15 Bulan
Kehutanan | kawasan hutan dan larangg
dalam kawasan hutan
Penguasaan Hutan oleh
K 70/PUU
3 Kehutanan negara dan wewenang 4 Bulan
E XI11/2014 )
pemerintah
H
U hutan negara serta
penguasaan Hutan oleh
T 35/PUU
4 Kehutanan negara, hutan adat serta| 14 Bulan
A X/2012
N masyarakat hukum adat yal
A bersangkutan
34/PUU Penguasaan Hutan oleh
N 5 Kehutanan 14 Bulan
IX/2011 negara
45/PUU .
6 Kehutanan | pengertian kawasan hutarl 7 Bulan
IX/2011
54/PUU ) ]
7 Kehutanan tidak dicantumkan 6 Bulan
VI111/2010
pelaksanaan pemanfaatat
hutan dan penggunaan
72/PUU benag
8 Kehutanan | kawasan hutadan tatacara| 11 Bulan
VIII/2010
hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutal
13/PUU surat keterangan hasil huta
9 Kehutanan ) 4 Bulan
111/2005 yang tidak sama dengan
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. Nomor uu . Lama
Bidang No Isu Pengujian .
Perkara Tentang Pengujian
keadaan fisik, serta alatat
berat untuk mengangkut
pengujianformil dan materil
3/PUU- (perizinan dan perjanjian tidak
10 Kehutanan )
111/2005 pada kawasan hutan sertd terdeteksi
masalah konsideran UU)
21/PUU hasil hutan dari hasil
11 Kehutanan ) 4 Bulan
111/2005 kejahatan
IUP yang diberikan oleh
Bupati/Walikota, ancaman
81/PUU ) pidana bagi yang melakuka
12 Minerba 3 Bulan
XI111/2015 usaha tanpa IUP, IPR dan
IUPK, dan sanksi pidana
tambahan
10/PUU ) Kewajiban pemegang IUP
13 Minerba 11 Bulan
XI11/2014 dan IUPK
penyesuaian pasal kontrak
karyaselambatambatnya
108/PUU . .
14 Minerba satu tahun dan kewajiban| 1 Bulan
XI11/2014 )
melakukan pemurnian bag
M pemegang kontrak karya
Pelaksana usaha jasa
I 113/PUU )
15 Minerba | pertambangan, larangan bg 8 Bulan
N X/2012
£ IUP dan IUPK
Penetapan wilayah
R 32/PUU i
16 Minerba pertambangan, dan 26 Bulan
B VI111/2010 )
A penyelesaian hak atas tana
mentetapkan Wilayah
Pertambangan Rakyat
30/PUU ) ) )
17 Minerba (WPR), serta Wilayah Izin| 25 Bulan
VI111/2010
Usaha Pertambangan
(WIUP)
mentetapkan Wilayah
25/PUU )
18 Minerba Pertambangan Rakyat 26 Bulan
VIII/2010

(WPR), serta Wilayah Izin
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. Nomor uu . Lama
Bidang No Isu Pengujian .
Perkara Tentang Pengujian
Usaha Pertambangan
(WIUP)
Permohonan kontrak karyg
121/PUU i o
19 Minerba dan perjanjian karya 18 Bulan
VI1/2009
pertambangan batubara
tanah ulayat yang digunaka
122/PUU vatyang dig
20 Perkebunan| untuk usaha perkebunan dg 9 Bulan
XI111/2015 o
Perke sanksi pidananya.
Bunan tindakan yg berakibat
55/PUU
21 Perkebunan| kerusakan dan tergangguny 13 Bulan
VI111/2010
usaha perkebunan
18/PUU pengelolaan limbah B3 dar
PPLH 22 PPLH . 12 Bulan
XI1/2014 sanksinya.
Jka melihat dalam lamanya suatu pengujian undamdang

mengenai Sumber Daya Alafimerdasarkan isu pengujiannya, dapat

dilihat pengujian mengenai isu wilayah, izin usaha #antrak karya

dalam hal undangndang minerba yang relatif membutuhkaaktu

yang cukup lama dalam pengujiannya yakni membutuhkan waktu
sekitar 1826 bulan. Begitu pun jika melihat berdasarkan undang

undang yang diuji dengan melihat ratata waktu pengujian dapat

dilihat bahwa lamanya pengujian Undadgdang mengenaiisu

Kehutanan rataata selama 8.7 bulalalu Perkebunan ratata selama

11 bulan, Mnerbaratarata selamal4.75, dan yang terakhir PPLH

selamal?2 bulan (hanya satu permohonan)
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KESIMPULAN
Mahkamah Konstitusi merupakan sa@tunya lembaga yang

diberikan wewaang untuk memberikan tafsir konstitusional atas
perbedaan dalam memahami suatu pengaturan termasuk pengaturan
tentang sumber daya alam. Tafsir konstitusional ini yang akan
memberikan kesamaan cara pandang terhadap sebuah aturan hukum.
Melalui tafsir konsgtusional ini, sesungguhnya telah terjadi perubahan
terhadap pengaturan sumber daya alam. Perubahan aturan ini tidak
sekedar pengaturannya dalam undandang namun juga pemaknaan
konstitusionalnya. Maka dari itu untuk melihat sejauh mana pengaturan
tentaly sumber daya alam penting untuk memetakan perubahan
perubahan pengaturan sumber daya alam berdasarkan putusan Mahkmah
Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Untdiaigng
mengenai Sumber Daya Alam yang menjadi objek penelitian ini
melingkupi 3 isu utama yakni Kehutanan (UU Kehutanan, UU tentang
Pengesahan Perppu Perubahan UU Kehutanan, dan UU Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan/PPPH), Pertambangan (UU Mineral
dan Batubara/Minerba), dan Perkebunan (UU Perkebunan). Berdasarka
ketiga isu ini, terdapat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) yang memiliki keterkaitan dalam ketiga isu ini. Kesemua
undangundang tersebut telah diputus dalam 22 Putusdengan
komposisi di bidandehutanan yaitu sebanyak 11 perkardi bidang
Pertambangan Minerba sebanyak 8 perkara, di bidafgrkebunan
sebanyak 2 perkara, serta daleaRLH sebanyak 1 perkara.

Berdasarkan 2perkara mengenai sumber daya alam ini 9 perkara
dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik dikabulkan seluruhnya (4

perkara) maupun dikabulkan sebagian (5 perkar@gdangkan
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permohonan pengujian undaogdang yang ditolak sebanyak (7
perkara) tidak dapatiterima (4 perkara). Selain itu terdapat 2 perkara
yang ditarik kembali oleh pemohonnya sehingga Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan putusannya berupa penetapan.

Perkara pengujian undatmdang terkait sumber daya alam ini
terlihat sangat berpengaruh dalamasyarakat hal tersebut dikarenakan
terdapat 200 Pemohon yang mengajukan pengujian Urdadgng
mengenai Sumber Daya Alam ini, dengan kualifikasi terbanyak adalah
perorangan warga negara Indonegbamyak 129 pemohon atau sekitar
65%, sisanya 65 Badan kum Privat dan 2 Lembaga Negara serta 4
Kesatuan Masyarakat Hukum adat. Adapun dilihat dari kerugian yang
dirasakan pemohon sebanyak 173 pemohon merasa dirugikan secara
langsung atau sekitar 86%.

Dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
meng®ai isu yang dimohonkan beragam antara undatang yang
diujinya, namun dari 22 perkara yang diajuakan -rata pemohon
mengunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional
sebagai yang dimilikinya yakni sebanyak 16 perkara serta digunakan
sebagai dasar pengujian atau batu uji norma UU yang diujikan kepada
UUD 1945 sebanyak 19 perkaredapundalam proses persidangan baik
pemohon maupun pemerintah dapat menghadirkan ahli untuk
memberikan keterangannya, terlihat sebanyak 62 ahli dihadirkan dalam
22 perkara mengenai sumber daya alamnamun terlihat kehadiran
ahli tidak begitu signifikan keektifannya,mengingat hanya 3 orang
ahli yang pendapatnya beragnar dikutip secara langsung oleh
mahkamah, selebihnya tidak dikutip secara langsung, dalam pendapat
mahkamah namun dalam pertimbangan hukum dikatakan tetap
dipertimbangkan.
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Jika melihat darisisi para Hakim dalam memeriksan, mengadili,
serta memutus perkara, terlhat bahwa mmakihmad Fadlil, Harjono,
dan Maia Farida merupakan tiga hakim yang paling sering menjadi
Hakim Panel dalam pengujian mengenai sumber daya alam, adapun
dalam kehadirarhakim dari 22 putusan terkait sumber daya alam
kehadiran hakim dalam RPH pengambilan putusan sebanyak 18 putusan
yang dihadiri lengkap oleh 9 hakim, berbeda apabila melihat kehadiran
para hakim dalam pleno pembacaan putusan hanya 4 putusan yang
dibacakan éngkap oleh 9 hakim sisanya dihadiri oleh 8 hakim dan 7
hakim saja.

Mengenai durasi/lama waktu pengujian undandang terkait
sumber daya alam rentan lama waktu pengujianredéamya adalah
11.38 Bulan atau hampir satu tahun. terkadang putusan cepzdldiba
namun juga kecenderungannya semakin lama. Ada beberapa putusan
yang sangat cepat diputus seperti perkara Nomor 108/RURD14
tentang Pengujian UU Minerba yang hanya diputus dalam waktu 1
bulan. Namun ada juga yang diputus sangat lama, hinggaul2é b
(lebih dari 2 tahun) yakni perkara Nomor 32/PWUI/2010 dan
Nomor 25/PUUVIII/2010 yang keduanya terkait UU Minerba

52



REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan,

maka para peneliti memiliki beberapa rekomendang seharusnya

dilakukan kedepannya, yakni:

1. Terkait dengan kedliran hakim yang cukup terlihat perbedaan

2.

yakni kehadiran hakim dalam RPH pengambilan putusan yang
dihadiri lengkap ¢bih banyak (18 perkara) daripad@hadiran
hakim dalam pleno pembacaaputusan (4 perkara). Sudah
seharusnya hakim memeriksa, mengadili dan memutus dengan
dihadiri lengkap oleh9 orang hakim kecuali dalam keadaan luar
biasa yang dapat dipertanggumvabkan sesuai amanat dari
undangundang Mahkamah Konstitusi, mengingat ggran
undangundang terkhusus sumber daya alam ini sangat bergesekan
langsung dengan masyarakat yang dirugikan secara langsung atas
berlakunya norma dalam undangdang terkait sumber daya alam
Terkait waktu penanganan pengujian undandang haruslah
diberikan batas waktu pengujian undanmgdang guna memberikan
kepastian hukum, oleh karena itkedepan proses pengujian undang
undang di Mahkamah Konstitusi selama 6 bulan.
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